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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agarna Bima vang memerksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat periama dalam sidsng majslis telah menjathkan putusan perkara

ceral talak antara
a Muhammad Yaser, AMAK bin H. Ahmad, umur 23  t@hun, agama Islam,
i pendidikan D3, pekerjaan Honorer (Puskasmas Donggo), tempat

tinggal di Dusun Mangge Toi RT.0t2 RW. 004 Desa Kala
Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;
melawan

Julaihiah, AMAK bintt H. Burhan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, ternpat tinggal di Dusun
Tanale RT.011 EW. 005 Dssa Ot Kecamatan Danggo
Kabupaten Bims, sebsgai Termohon;

Pengadilan Agamsa tersebut ;

Telah mempeiajas surat-surat vang berkaitan dengan parkars ini;

Telzh mendengar Keterangan Pemchon, Termohon serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat peérmohonannya tanggai\’fﬁ\
September 2018 felah mengajukan parmmohonan cerai talak, yang terafiar i \

b}

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bima dengan  Nomor
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1314/Pdt.G/2016/PA Bm tanggat 15 Septermber 2046 dengan dalil-dalil sebagai

berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Pemchon dengan Termahon
melangsungkan pemikahan yang dicatat cleh Pegawsi pencatat Nikah
Kantor LMrusan Agama Kecamatan Dongge Kabupaten Bima {(Kutipan Akda
Nikah Nomer : 180 f 08 / IX / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 );

2. Bahwa setelah perikaban tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Temohon di Desa Q'o Kecamatan Donggo

v Kabupaten Sima sélama 1 bukan, kérmudian pindah dirumah kakak kandung
Pamohon di Desa Km2 Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur
selama 2 tahun, kemudian pindah diremah orang tua Termohon di
Kabupaten Bima di Desa Kala Kecamatan Dongge Kabupaten Bima selama
2 bulan ;. Selama pemikahan terzebut Permochon dengan Termohon tslah
hidup rikun sebagaimana layaknya suami izteri ¢an dan dikaruniai 2 orang
anak bernama : 1. Zhelve Raline Syatheira (P) umur 1 tahun 11 bulan, 2.
Razqghal Fagih Resky (L) umur 8 bulan ;

3. Bahwa kurang lehih sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dengan
Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tdak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalarm rumah tangga dizebabkan antara
{ain :

a. Keluarga Termohon selaty ikut campur urusan rumah tangga Pemahon
dan Termohon |
b. Termohon tidak paiuh kepada Permchen |

£. Termohon selalu membuka aib rumah tangga kepada oreng 'ain ;
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4. Bahwa puncak kerstakan rumah tangga antara Pernohon dengan
Termohon tersebut  terjadi kurang lekih pada bulan Januan 2016 yang
akibatnya Termchon pergi meninggalkan kediaman hersama, sajak itu pula
antara Pemchon dan Temmohon sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang. Selama itv Termohon sudah tidak mempardulikan Pemohan,
tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5 Bahwa dengan kejadian terssbut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termchon sudah fidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk memhbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmeh sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya sgar masing-rmasing
pihak tidak melanggar norma hukum dan noma agamsa maka parceraisn
merupakan afematif terakhir bagi Pemchon untuk menyelesaikan
parmasatahan antara Pemohon dengan Tarmohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pemah diupaya damaikan oleh

keluzrga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasi ;

Berdasarkan alasan/dalitdalil di atas, Pemahon mohan agar Ketua Pengadilan
Agama Bima memerksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amamya berbunyi

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan parmohonan Pemahon;
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2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon {(Muhammad Yaser, AMAK
bin H. Ahmad) untuk menjatuhkan talsk satu Raji terhadap Temnchon
{Julaihah, AMAK binti H. Burhan} di depan sidang Pengadilan Agama
Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang beraku |

B, Subsidalr

Dan / atsu menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan

pertimbangan Mgjalis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termchon telah hadir, dan Majclis Hakim tslah mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Balwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator H.Ahmad Gani, SH { Hakim Pengadilan Agama Bima), akan
tetapi idak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonarn
Pamachon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohoen;

Batwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban sabsagai berlkut |
Dalam pokok parkara
- Bahwa Termohon secars tegas menglak dalil-dalil permohonan Cerai Talak

yang diajukan Pemohen, terkecuali yang secara tagas diakui kebenarannya
baik oleh Termohan maupun cleh Pemchon;

- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1,2 dan 3,
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- Bahwa Temohon membantah posita tentang penyebab pertengkaran, tidak
benar keluarga Termohon ikut campur dan tidak patuh kepada Pemohan,
tidak benar Termohen meambuka aib rumah t2ngga |

- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah sejak buian Januss 2016,
karena Pemohon yang perg: meninggalkan rumakh;

- Bahwa Termohon fidak keberatan diceraikan olkeh Pemohon dengan syarst
FPamohon harus membayar iddah, muth'ah dan pemelinaraan anak:

Dalam rekonvensi

- Bahwa, Penggugal tetap pada jawakannya:

- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat
menuntut natkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,08, Mut'ah
benipa emas 5 gram dan biaya untuk pemeliharasn 2 orang anak sejumizh

Rp. 2.000.000,00 - setiap bulan sampai anak tereebut dewasa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemochon telah mengajukan
replik lisannya vang pada pokoknya telap pada permohonannya, dsn atas
tuntutan  balik Termohon KonvensifPenggugat Rekonvensi, Pamochon
KonvensifTergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan
kesanggupan atas tupfutan Termohon Konvensi/Penggupat Rekonvensi untuk
nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00, Mut'ah berupa emas 1 gram, dan
biaya untuk pemeliharaan 2 orang anak sejurntah Rp. 300.000,00 - setiap bulan
sampail anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadsp replik Pemohon, Temmcheon telah menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya Temmohon tetap dengan jawabannya

dan tetap dengan tuntutannys;
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Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalitnya, Femohon telah mengajukan

alat bukti berups :

1. Surat

a.

Surat  keterangan domisili, Nomor 139/06/129/2018, tanggal 14
Septernber 2016 dari Kepala Desa Kala, Kecamatan Donggo Kabupaten
Bima, Bukti surat tersebut talah diberi materei cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya yang temyata sesuai. Qleh Hakim Ketua majelis diberi
tanda P.1;

Fatokopi Kutipan Akta Nikah MNomar @ 180 7 08 / X / 2013, tanggal 27
Nopember 2013 yang sslinya dikeluarkan oleh Kantor Unisan Agarmas
Kecamatan Kecamaten Donggo Kabupaten Bima, Bukif surat tersebut
telah diberi materei cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda F.2;

1. Saksl

Salahudin bin HM.Al, umur 52 tahun, Agama Islam, pekeraan Guru
(PNS), tempst Kediaman di Rt01, Rw.02, Kecamatan Donggo,
Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya membear
keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karana saksi

Faman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Temmohon adalah suami istri sah;

- Bahwa satelah menikah PFPemochon dengan Temohon talah

dikarunis: 1 crang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering

Benrengkar,
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- Bahwa Temmohon tidak patuh kepada Pemachon:

- Bahwa Pemohon dan Termobon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januar 2016 dan Pemchon yang meninggalkan kediaman

bersamag;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Temmahaon telah di

nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berasil |

2. Ajwi bin Abidin, umur 65 tahun, Agama islam, pekerjaan petani, ternpat
Kediaman dl Rt.07, Rw.04, Desa kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten
Birma, Saksi rmenerangkan dibawah sumpahnya memben ketarangan
schagai berikut:

- Behwa saksi kenal dengar Pemohon dan Temmohon karenga szksi

Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohen dangan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Pamochon dengan Termohon  ielah

dikaruniai 1 arang anak ;

- Bahwa saksi tzhu rumah tangga Femohon dengan Termochan saring
bertengkar;

- Bahwa Tarmohon tidak mau tinggal bersarma Pamohon;

- Bahwa Pemohon dan Tefmohon sudah pisah tempat finggal sejak

bulan Januar dan Pemohon yang meninggalkan kediaman barsarms:
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- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah

di nasehati cleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil

Menimbang Bahwa, untuk memperkuat dalil bantabannya Temnchon

mengajukan 2 arang sakai, 2abagai berikut;

1.

Mutlak, §.Pd bin H.Umar, umur 48 tahun, Agama !slam, pekedjaan Gur,
tempat Kediaman di Rt11, Rw.02 Desa Kala, Kecamatan Donggo,
Kabupaten BEima, Saksi merangkan dibawah sumpshnys  member

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termmohon Karena saksi

bertetangga ;

- Bahwa Pemohon dengan Termeohan adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Permohort dengan Termohon telah  dikaruniai 1

crang anak |

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Tenmohon sering

bertengkar,

- Bahwa penyebab pertengkaran saksi bidsk tabu;

- Bahwa Pernohon dan Termohan sudah pisah tempat tinggal lshih 4 bulan

dan Pernohen yang meninggalkan kediaman barsam:s,

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemochon  dan Termohon telah di

nasahati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhagi] ;

[ahlan bin lbrahim, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat

Kediaman di Rt03, Rw.0d, Desa kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten
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Bima, Saksi marangkan dibawah sumpahnya memban keterangan sebagai

bafikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pamohon dan Termohon karens saksi

bertetangga
Batiwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termaohon  telah

dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa ssiksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Tenmohon sering

bertangkar;
Bahwa adapun penyababnya saya tidak tahu pasti;

Bahwa Pemohon dan Temohon sudab pisah tempat tinggal lebih 4

bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas Peamohon dan Termohon telah

sering kali dinasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Tenmohon masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segata yang dicatat

dalam berita acara gidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
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Disclaimer

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvens]

Menimbang, bahwa maksud dan wjuan permohonan Pemchon adalah
sebagaimana yvang tarurai di atas;

Menimbang, bahwa psda hari persidengan yang telah ditetapkan
Pemohion maupun Termohon datang menghadap sendir di persidangan;

Menimbang, bahwa msjelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud
Pasal 134 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yvang telah
ditunjuk cleh Ketua Majelis vaitu H.Ahmad Gani SH, namun upaya tersebut
tidak barhasii (gagal} maka pemeriksaan perkara dilanjutkan  dengsn
membacakan surat permohonan Pamchon dalam sidang  terbutup urduk
urmim dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permobonannya.

Mznimbang, bahwa pemerksaan perkara  dilanjutkan  dengan
membacakan surat parmohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umom
dan Pemohon meanyatakan tetap pada isi permohonanctya.

Menimbang, babwa terhadap dalil-dalil Pemahon Konvensi, Termohon
Korwvensi telah memberikan pengakuan mumi atag daiil permohonan angka 3
dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah tarbuldi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti
sUrat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Manimbang, bahwa bukii P-2 [(Fotokopi Kutipan Akta Mikah) yang

metupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
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isi buk# tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telsh
melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dongge, Kabupaten Bima, Bukti tersebut tidak dibantah oclsh Temohon
Konwvensi, sehingga bukti ersebut talab memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan yang sempuma dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 crang sakst Permohon Konvensi, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenubi syarat formal sebagaimana diatur
dafam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, babwa keterangan saksi Pemohon Konvenst mengenai
keadsan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta vang ditihat
sendirifdidengar sendiriidislami sendin dan relevan dengan dalil yang hanis
dinukiikan cleh Pemohon Konvensi, ofsh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat matenil sebagaimana lelah diatur datem Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sabagai alat bukt

Menimbang, bahwa 2 crang saksi Termohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:

Menimbang, bafwa keterangan saksi Termohon Konvenst mengeans
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diiibat
sendirifdidengar sendir/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibukiikan oleh Pemohon Xonvensi, cleh karena ity keterangan saksi tersebut

telah memenuhi syarat matarl sabagaimana telah diatur dalam FPasal 308
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R.Bg. sehingga keterangan ssksi tersebut memiiiki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebwut oi atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemeheon den Termohon sering teradi
pertengkaran dan perselisihzn;

2. Bahwa adapun penyebab pertengkaran #u karena Termohen fidak patuh
kepada Pemohon sebagai suami;

3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak bulan Januan 201€;

4. Bahwa sudah diupaya damaikan oleh keluarge dan tokch masyarakat di
desa akan tetapi fidak barhasii;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perirmbangsn tersebut,
maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasai 19 huruf ()
Peraturan Pemerintash Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hundf (h  Xompilasi
Hukum |siam;

Meanimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-perimbangan tersebut
di atas dan Pemchon Konvensi belum pemah menjatubkan talaksbaru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonar Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum tslam,
oleh karena itu depat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fasal 84 Undang-undang Namor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima,

diparintahkan untuk mengiimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
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Fegawal Pencatat Nikeh dimana Pernohon Konvensi dan Termahon Konwveansi
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;
Palam Rekonvensi

Menimbang, batvwa Temohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada
tahap jawakan sehingga memenuhi syarat dan dapst dipertimbangkan lebih
lanjut, dan s&pa yang telah diperimbangkan dalam Korwvensi menjadi
pertimbangan dalam Rekonvensi;

Maonimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat {5) dan
Pasal 86 ayst (1) Undang-undang Neomor 7 tahun 1989 Tentang Peradiian
Agama sebggaimana yang diubah dengan Uindang-undang Nomor Q3 tahun
2008 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50 tahun 2009 jo
Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
mengenai nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah), tuntutan
mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.-

- {Satu juta lima ratus riby rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 14% huruf
. (b} Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa * Bilamana perkawinan pufus

karena lafak, maka bekas suami waiih membenkan nafkah, maskan dan
Kiswah kepadla bekas 3led selama dalam iddah, kecoall bekas isferi fefah
dijatiuhi falsk bain afau nusyuz dsn dafam keadaan tidak harmid f, maka
berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakia bahwa

Penggugsat rekonvansi tidak terbukti zebagai ister yang pemah dijatubi talak
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ba'in atau fidak terbukti nusyuz, karena keretakan vang terjadi dalam rumah
tangga kedua balsh pihak bukanlah semata-mata atas kesalshan Penggugat
Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dar pihak suarmi, maka
Majedis Hakim berpandapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk
membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar
kebutuhan pokok minimum dengan memparhatikan penghasilan Tergugat
rekonvensi sebagai seorang tenaga honorer, maka wajar kalau Majelis Hakim
menghukum Tergugat Rekorpensi untuk memenuhi lddah  sebesar Rp.
3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap funtitan Penggugat Rekonvensi
mengena tuntutan Mut'ah berupa emas 5 gram, tuntutan mana hanya
disanggupi oleh Tergugat rekonvensi emas sejumlah 1 gram, maka
bardszarkan ketentuan Pagal 148 hundf (@) Kompilasi Hukumn  Islam,
menyebutkan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena lafak, maka bekas
suany wajib memberikan mutah vang fayak kepadsz bekas isfetinva baik
berupa vang sitau benda, kecuali bokas istd tersebut gobla dukhuf * maka
berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta babwa
Penggugat rekonvensi tidak terbukli sebagai isteri yang pemah dijatuhi talask
bain atau tidak terbukti nusyuz, karenz keretakan yanyg terjadi dalam rumah
tangga kedua belah pihak bukaniah semata-mata atas kesalahan Penggugat
rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Temugat rekonvensi diwajibkan untuk
mermboayar mut'ah sesuail dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan

pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi
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sebagai seorang tenaga honorer, maka wajar kalay Majalis Hakim menghukum
Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi Mutah berupa emas 2 gram;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /
Termohon Konvensi berupa nafkah 2 orang anak yang saat ini diasuh olen
Perggugst Rekonvensi sebezar Rp. 500.000,- (Lima rmatus rbu rupiah)
perbulan, maka gesuai ketentuan Pasat 41 huruf (&) Undang-Undang Nomeor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf () dan Pasal 148 huruf
{d) Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa “Bilama perkawinan putus
karena talak. maka bekas suany wajih memberkan biaya hacdhanah uniuk
anak-angknya yang belum mencapal umor 21 lahun,  maka Tergugat
rekonvensi  diwajibkan  untuk membayar biaya hadhanah/pemelinaraan
terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak
hadhanah sesuai dengan kepahitan, kelayakan dan kebutuhuan hidup anak
dengan memperhatikan penghasian Tergugat rekonvensi sebagai seorang
tenaga honorer, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat
Rekonpensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.500.000 -
{Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan
hiaya kesshatan yang harus dibayar paling iambat tangnat 10 pada bulan yang
bersangkutan terhitung s@jak ikrar talak divcapkan sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus diri sendin {usia 21 tahun ) atay telah kawin;
"Merimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Temgugat
rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarsla, aman  dan
tanpa syarat kepada Penggugat redonvensi berupa kewsjiban =ebageimans

disebutkan dalam dictum putusan ini dan spabila putusan ini tidak dapat
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Disclaimer

dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa svarat, maka akan
dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau sparat
keamanan lain yang berwvenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut
di atas, maka dalfil tuntutan Pengougat rekonvensi talah terbukt memenuhi
alasan hukurn dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat
rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan
selsbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dslam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
18989 gebagaimana tedah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan penukahan kedua dengan Undang-undang Nomoer 50 Tahun 2009, bisva
perkara dibebankan kepada PemchonTergugat rekonvensi:

Mengingat, semua pasal dalam peratursn perundang-undangan dan
hukum Islam yang betkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL/{
I. Dalam Konvensi
1. Mengabulkan permohcnan Psrmohon;
2. Memberi izin kepada Pamohon (Muhammsd Yaser, AMAK bin H. Ahmad)
untuk menjatuhkan talak salu Rafi terhadap Termohon {Julaihah, AMAK, binti
H. Burhan] di depan sidang Pengaditan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Fengadilan Agama Bima untuk menginmkan

salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecaratan Donggo, Kabupaten Bima, untuk dicatet
delam daftar yang disediakan uriuk itu;
IT.Dalam Rekonvensi:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sabagian;

2. Menatapkan 2 orang anak bemama 1. Zhelva Raline Syatheira (P)
umur 1 tahun 11 bulan, 2. Razghal Fagih Resky (L) umur 8 bulan
berada di bawsh pemeiiharaan Penggugat (Julaingh, AMAK binti H.
Burhan) dengan ketentuan bahwa Temugat (Muhammad Yaser,
AMAK bin H. Ahmad };

3. Menghukum Tergugat untuk membsayar kepada Penggugat berupa:
a. Nafkah iddah sejumiah Rp.3.000.000 - (Tiga juta rupiahj;

b. Mut'ah berupa emas sgjumilah 2 gram;

c. Mafkah uniuk 2 orang anak sebagaimans dizebutkan dalam dikiurn
Homor 2 Putusan int sejumiah Rp, 50000000 setiap bulan, tidak
tarmasuk biaya perawatan kesehatan dan bigva pendidikan dan
harug dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan
barsangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai gnak
tersshut dewass dan dapat mengurus din sendin atau sudah
Benmur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;

4. Menclak gugatan Penggugat untuk 2stain dan selebibnya;

5 Menghukum Temgugat untuk menyerahkan zecarz sukarela, aman
dan tanpa syarat kepada Penggugat benipa kewajiban sshagaimans
terzebut dalam diktum Momor 3 {(g,bc } pulusan ini dan apabila

putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan
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tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya pakes dengan bantuan
aparat kepolisian atav aparst keamanan lsin yang terkait;
1L Dalam Konwvensi dan Rekonvensi:
Membebanksn kepada Pemohoh untuk membaysr biaya petkara ini
sejumiah Rp. 441 000,00.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalarm rapat permusyawaratan Maielis
Hakim pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan
tenggal 17 Muharam 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agarma Bima yang
terdii dari Mulyad|, 5.Ag sebagai Ketus Majelis, Drs. Mohammad Agus
Sofwan Hadi dan Muhamad Ilsna Wahyudi, S.H.1, M.8.l. masing-masing
sebagai anggota Majelis, putusan mana pada han it juga diucapkan dalsm
sidang terbuka untuk umum clet Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Anggota Majelis tersebut di ataz dan dibantu cleh Dra.StNuraini sebagasi
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadini olsh  Pernohon

dan Termahan; -

Pl amii FR

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadl Mulyadi,S.Ag
Hakim Anggot,

b

Muhamad Isna Wahyudl, 5.H.l., M.5.1.

Panitera Pengganti,

DHMI
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000 -

2. Biaya Proses Rp. 53.000 -

3. Biaya Panggian Rp. 350.000 -

4. Biaya Redaksi Rp.  5.000-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000-
Jumiah Rp. 441.000,-
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